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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah jgar
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412),

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten*tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Rl Tahuri 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548),

Undang-Undang Noror 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967
tentang luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran
Hasil Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1967
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2848 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran
Negara Tahun 198C Nomor 31},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970
tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI
Tahun 1970 Nomor 50 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2945).

Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negera RI
Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3294),

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998
tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan |
Lembaran Negara Nomor 3759), R
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 =5
tentang Penyerahan Sebagian : o stk SR
Pemerintahan di Bidang Kehute
(Lembaran Negara RI T
Tambahan Lembaran Ne
Peraturan Pemerintah
tentang Kewenangan Pe
Propinsi sebagai Dae
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Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan : T
L) Daerah adalah kabupaten banggai R i

2 Pemmmmwmmwmmwm i 7

penyelenggara pemerintah daerah Eihae-l
3 Bupati adalah Bupati Banggai s
3k  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut m

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggal sebage ‘f

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dinas adalah dinas kehutanan Kabupaten Bariggai

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal

merupakanKesatuan baik yang melakukan usaha maupun M

melakukan usaha yang meliputi perseroan gs B A

komanditer perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Ham m m_; 0 i

dengannamadandandalambentukapapunﬁrma coperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yavasan. organhd

sosiall politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk

bentuk badan lainnya.

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon m-‘ e

keselurunan merupakan persekutuan alam hayati beserta

lingkungannya dan yang di tetapkan pemerintah sebagail m

Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh d

yang tidak terbebani hak milik : E e

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati,non hayaﬂm nani nya dar

turunannya serta jasa yang berasal dari hutan h-

1 hutan adalah wiiayah wﬂayah ertentu
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lzin permunggutan Hasil Hutan kayu yang selanjutnya di singkat IPHHK
adalah lzin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliput
pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka
waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi

lzin pemunggutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya di singkat
IPHHBK adalah Izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil
hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan getah-
getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya didalam hutan lindung
dan atau hutan produksi.

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK
adalah 1zin usaha untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung
dan/atau hutan produksi.

lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjuinya disingkat
IUPJL adalah izin usaha memanfaatkan lingkungan pada hutan lindung
dan atau hutan produksi.

Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan yang dikonversi,
penggunaan kawasan dengan-status pinjam pakai, tukar menukar, dan
dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK)

lzin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat yang selanjutnya
disingkat IPKHH/R adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu non
hutan alam yang ditanam pada lahan milik rakyat yang lahannya memiliki
bukti alas titel/hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau leter C atau
ginik atau sertifikat hak guna usaha atau hak pakai serta lahannya bukan
berasal dari konversi kawasan hutan.

lzin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) adalah 1zin untuk
pemanfaatan kayu sisa hasil penebangan dari perizinan yang sah berupa
sisa pembagian batang termasuk cabang, ranting, pucuk, tonggak atau
kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh)
Cm dengan panjang sepanjang-panjangnya atau kayu bulat dengan
diameter sebesar-besarnya dan panjang tidak lebih dari 120 Cm.

Jaminan Bank (Bank Garansi) adalah dana jaminan untuk pelaksanaan
lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai jaminan terhadap kewajiban
pembayaran Dana Reboiasi (DR) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH)
yang nilainya dihitung berdasark=an target produksi yang ditetapkan
dalam 1zin.

Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang di punggut dari pemegang izin
usaha pemanfaatan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam
rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah punggutan yang dikenakan
sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang di punggut dari
nutan Negara

juran lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (lIUPH) adalah punggutan
yang di kenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas
suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin
tersebut diberikan

Dana Jaminan Kinerja adalah Dana jaminan untuk pelaksanaan izin usaha
pemamfaatan Hasil Hutan Kayu yang pencariannya di dasarkan pada
penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentian
pemamfaatan hutan secara lestari.

Retribusi lzin Pemunggutan Hasil hutan kayu dan izin pemunggutannya
Hasil Hutan Bukan kayu serta izin pemamfaatan kayu adalah punggutan
yang di kenakan atas pelayanan perizinan yang di lakukan pada saat izin
itu di berikan.
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Actentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi
.ciagai berikut :

Pasal 30

‘emegang IPHHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan
Kegiaten IPHHBK secara periodik setiap bulan kepada pamberi imin
Pemegang IPHHBK .wajib melindungi hutan dan kesaluruhan akibat
perbuatan manusia, ternak dan kebakaran

retentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X

1ZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK/RAKYAT (IPKHH/R)
DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH PEMBALAKAN (IPLB)

Bagian Kesatu
Pemberian IPK, IPKHH/R dan IPLB

Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambahkan dua ayat yaitu ayat (4)
dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Areal Penggunaan Lain (APL) dan atau kawasan hutan yang telah
memperoleh  persetujuan pelepasan kawasan hutan dan Menten
Kehutanan atau telah memperoleh izin pembukaan lahan dari Bupati
untuk pembangunan di luar bidang kehutanan dapat diberkan Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK)

(2) Lahan Masyarakat pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah
ditanami jenis kayu-kayuan dari non hutan alam dan telah memperoleh
bukti alas title hak atas tanah dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu
pada Hutan Hak / Rakyat (IPKHH/R). .

(3) Limbah Pembalakan atau Limbah Tebang yang berasal dari kayu sisa
hasil penebangan/pembalakan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) / HPH atau pemagang izin lainnya yang sah dapat
diberikan Izin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB).

(4) lzin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan
Hak/Rakyat (IPKHH/R), lzin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),dan (3) diberikan oleh
Bupati dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat
diperpanjang atas dasar pertimbangan teknis dari Dinas yang
membidangi Kehutanan Kabupaten.

(5, Tata Cara Permohonan dan Pemberian izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak / Rakyat (IPHHK/R) dan Izin
Pemantaatan Limbah Pembalakan (IPLB) diatur lebi lanjut dengan
peraturan Bupati
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Ketentuan Pasal 47 diubah dan ditambah lima ayat yaitu ayat (3), (4),

;5 3-,:“')- dan ayat (7) sehinngga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai
enkut

Pasal 47

Terhadap areal penggunaan lain atau kawasan hutan yang telah
dilepaskan  untuk  pembangunan  di luar  bidang  kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), yang lokasinya
borada dalam areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(UPHHKYHPH . pemberian IPK  diprioritaskan  kepada pemegang
IUPHHK (HPH)
Pemegang IUPHHK (HPH) yang diprioritaskan memperoleh IPK
sobagamana dimaksud dalam ayat (1) diben kescinpatan selama
(satu) bulan  untuk  melakukan  persiapan  administras dan
menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan
Kavu tersebut.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
pemegang IUPHHK (HPH) tidak sanggup mempersiapkan persyaratan
administrasi, maka IPK akan ditawarkan kepada pihak lain.
Pihak lain yang dapat diberikan IPK sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) adalah
a. Koperasi,
b Badan Usaha Milik Swasta lainnya,
> Badan Usaha Milik Negara,
d Badan Usaha Milik Daerah.
lzin Pemanfaatan Kayu  pada Hutan Hak Rakyat (IPKHH/R)
sebanaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) dapat diberikan kepada :
Perorangan
b Koperasi,
Badan Usaha Milik Swasta.
2 Pemanfaatan Limbah FPembalakan atau Limbah Tebang yang
porasal dan lzin Usaha Pemanfsatan  Hasil  Hutan  Kayu
QUPHHKYHPH atau izin lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3), pemberian izin diprioritaskan kepada
nemeqang IUPHHK (HPH) atau dan pernegang lzin Lainnya yang sah.
valam  hal pemohon  perorangan  atau koperasi tidak sanggup
menangaung  braya operasional di lapangan, dapat bekerjasama
denoan pihak lan (BUMS, BUMD dan BUMN).

<

Yotentuan Pasal 48 diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (4) dan
4, ot (5) sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

4
1

Pasal 48

Pemegang lzin Pemanfaatan Kayu (IPK), 1zin Pemanfaatan Kayu pada
Hutan  Hak/Rakyat  (IPKHH/R) dan  lzin  Pemanfaatan Limbah
Pembalakan  (IPLB)  berhak  untuk  melaksanakan kegiatan
pencbangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran terhadap
potenst kayu hasil tebangan sesuar target produksi yang termuat
dalam wm

fomeqang Iz Pemantaatan Kayu (IPK) wajib membayar -

5 Retobus lzin Pemanfaatan Kayu,

b Retnbust Luasan atas lzin Pemanfaatan Kayu,

¢ Provist Sumber Daya Hutan (PSDH).

4 Dana Rebosast (DR),

-
[ 4

B i dtentand
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Jattinan Bonk (Bank Garansi
13 M a
omiang L Pemantaatan Kayu pada Phtan Hak/ahyat
AP HEIR ) Waph imetmbay o

N ¥
o Retibust tuasan atas lan Cemantaatan Ky pada Huatan
Hak/Rakyat

|
D
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Retibos Luasan atas 12in Femantiaaton Keayu 13y ol

Provist Sumber Daya Hutan (s

v Pemegang  lan Pamantaatan Lambah Pombalaban (000 wanb

moembay o

- Retnbust L Pemantaatan Limbah Pombalalkan
L Provist Sumbar Dava Hutan (Benen,
¢ Dana Rebosast (DR)
b Tata cara pembayaran hewapiban sebagamana dimal s dalam ayal
() dan (4 diakukan sesuai dengan hotontuan yang borlala
<L Retentuan Bagian Ketiga dan Pasal 49 diubah sehingga berbanyl
sebagan berikut ¢

Bagian Ketiga
Hapusnya IPK, IPKHH/R, dan 1PLD
Pasal 49

(DIPKCIPKHH R dan IPLB hapus karena

a Jangka waktu iz telah berakhi,

b Diserahkan kembal oleh  pemegang an kopada Pomenintah
Daerah sebelum jangka waktu wan berakhr,

¢ icabut sebagal sankst yang dikonakan kepada pomogang 12in
karena melangaar peraturan perandanag undanagan yoneg borlakao

() Hapusnya IPKCIPKHE RO dan 1IPLD sebagaimana dimabesudd dalon
ayat (1) bdak membabaskan kewapban pemegang 2 vntuk

a  Melunast seluruh kewapban finansial seda kowapban - kewayiban
lann yang ditetapkan oleh Pemenntah Dacranh,

b Dalam hal pemegang win belum melunast kewapbannya kepada
Negara / Dacrah, pemoqgang 1zn waph menyerahboan tanpa syarl
atas benda borgerak yang menyach milikiya,

¢ Melaksanakan semua ketentuan-kelentuan yang telah ditatapkan
dalam rangka berakhirmya izin i

Dipindai dengan CamScanner




26.

Jarminan Bank (Bank Garansi)
Pemegang  lzin Pemanfaatan Kayu pada Hu'an Hak/Rakyat
(IPHHK/R) wayb membayar
o Retnbust Luasan atas lzin Pemanfaatan Kayu pada Hutan
" Hak/Rakyat,
b Retnbusi Luasan atas lzin Pemanfaatan Kayu Rakyat,
¢ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
(4} Pemegang lzin Pemanfaatan Limbah Pembalakan (IPLB) wajib
membayar |
a  Retrbusi 1zin Pemanfaatan Limbah Pembalakan ;
b Provist Sumber Daya Hutan (PSDH),
¢ Dana Reboisasi (DR).
() Tata cara pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(). (3), dan (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

elentuan Bagian Ketiga dan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi
scbhagai berikut ;

Bagian Ketiga
Hapusnya IPK, IPKHH/R, dan IPLB
Pasal 49

(1) IPK, IPKHH / R dan IPLB hapus karena :

a Jangka waktu izin telah berakhir;

b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah
Daerah sebelum jangka waktu izin berakhir,

c. Dicabut sebagai sanksi yang dikenakan kepada pesmegang izin
karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hapusnya IPK, IPKHH / R dan IPLB sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) idak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk :

a Melunasi® seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban
lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

b. Dalam hal pemegang izin belum melunasi kewajibannya kepada
Negara / Daerah, pemegang izin wajib menyerahkan tanpa syarat
atas benda bergerak yang menjadi miliknya,

¢ Melaksanakan semua ketentuan- kelentuan yang telah ditetapkan
dalam rangka berakhirnya izin. .

no
(o4
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Pasal |l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daciah im dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangga

Ditetapkan di Luwuk
-pada tanggal 1 Maret 2007
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Diundangkan di Luwuk
poda tanggal 1 Maret 2007
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LEBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 3
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